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1.1.

BAB I
PENDAHULUAN

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Provinsi Lampung.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung terbentuk

berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung dan

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat D ierah

Provinsi Lampung. Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas

2)

menyelenggarakan sebagai urusan Pemerintah Provinsi di bidang
perindustrian dan perdagangan berdasarkan asas otonomi yang menjadi
kewenang, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta tugas lain
sesuai dengan kebijakan vang ditetapkan oleh Gubernur berdassrkan
peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi:

. Perumusan kebijakan daerah di bidang kerja sama, pengawasan,

pembangunan sumber daya industri, pemberdayaan industri, dan

sarana dan prasarana industri.;

. Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kerja sama. pengawasan,

pembangunan sumber daya industri pemberdayaan industri, dan

sarana dan prasarana industri.;

. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah dibidang «erja

sama, pengawasan, pembangunan sumber daya industri, pemberdayaan

industri dan sarana dan prasarana industri;

. Perumusan kebijakan, pengaturan, perencanan dan penetapan standar

di bidang perindustrian dan perdagangan.;

. Pembinaan, pengawasan dan kordinasi kegiatan perdagangan;

f. Pengembangan iklim dan kondisi pertumbuhan dan permasyarakatan

perdagangan;

. Penyediaan bahan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan pengembengan

ekspor;



3)

5)

6)

7)

8)

9

h. Pembinaan dan pengendalian kometrologian skala provinsi;
i. Pembina dan fasilitasi tugas pembantuan dalam pengawasan

pemberdayaan  perdagangan di Provinsi Lampung;

j. Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap 1 paya

pemberdayaan perdagangan di Provinsi Lampung dan Intas
kabupaten /kota;
k. Pelayanan administrasi; dan

1. Pelaksanaan fungsi lain vang diberikan oleh Gubernur.

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin olch
seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas;

Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf ¢, huruf d,
huruf e, huruf f, dan huruf g, masing masing dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas;

Sub-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah

dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas;

Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, huruf d, uraf
e, huruf f, dan huruf g, masing-masing dipimpin oleh secrang Kepala Seksi
vang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang
bersangkutan.

Unit pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf h, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Daerah yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
i, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai ketua kelo npok

dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan sebagaimana tercantum

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



1.2. Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi
Lampung
Adapun Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terdiri
dari :
a. Kepala Dinas;
Sekretariat, membawahi :
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2) Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
3) Sub Bagian Perencanaan.
. Bidang Kerja Sama, Pengawasan dan Pembangunan Sumber Daya
Industri, membawahi:
1) Seksi Kerja Sama dan Promosi Investasi Industri;
2) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Industri; dan

3) Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri.

d. Bidang Pemberdayaan Industri, membawahi :
1) Seksi Pembangunan Industri Kecil dan Menengah;
2) Seksi Pengembangan Kreativitas dan Inovasi; dan
3) Seksi Pembinaan Industri Hijau.

e. Bidang Sarana dan Prasarana Industri, membawahi :

1) Seksi Standarisasi Industri;

2) Seksi Fasilitasi Industri; dan

3) Seksi Pengolahan Data dan Informasi Industri.
i Bidang Perdagangan Dalam Negeri, membawahi :

1) Seksi Distribusi dan Logistik;

2) Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga; dan
3) Seksi Seksi Pengembangan Pasar dan Usaha Dagang Kecil
Menengah.

g. Bidang Perdagangan Dalam Negeri, membawahi :

1) Seksi Ekspor dan Impor;
2) Seksi Promosi dan Kerjasama Perdagangan; dan
3) Seksi Fasilitas.
h. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
i Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional
vang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian

dan ketrampilannya.



1.3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Lampung

Tugas Pokok dan Fungsi adalah sasaran utama atau pekerjaan yang
dibebankan kepada organisasi untuk dicapai dan dilakukan. Adapun Tugas
Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung

pada masing-masing jabatan sebagai berikut :

1) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan ; mempunyal tugas
memimpin, mengendalikan, serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas
Dinas Perindustrian dan Perdagangan, yang menjadi kewenangan, tugas
dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah ke pada
Gubernur, serta tugas lainnya yang sesuai dengan kebijaksanaan yang
ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan daerah di bidang kerja sama pengawasan,
pembangunan sumber daya industri, pemberdayaan industri dan
sarana dan sarana dan prasarana industri. |

b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kerja sama.pengawnsan,
pembangunan sumber daya industri, pemberdayaan industri dan
sarana dan prasarana industri.;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang kerja
sama pengawasan, pembangunan sumber daya industri, pemberdayaan
industri, dan sarana dan prasarana industri;

d. Perumusan kebijakan, pengaturan, perencanaan dan penetapan standar
bidang perdagangan;

e. Pembinaan, pengawasan dan kordinasi kegiatan perdagangan;

f. Pengembangan iklim dan kondisi pertumbuhan dan pemasyara :atan
perdagangan;

g. Penyediaan bahan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan
ekspor;

h. Pembinaan dan pengendalian kemetrologian skala provinsi;

i. Pembinaan dan fasilitasi tugas pembantuan dalam pengawasan
pemberdavaan perdagangan di Provinsi Lampung; _

j. Pembina dan penetapan serta kebijakan perlindungan penumbuh
kembang iklim usaha perdagangan di Provinsi Lampung;



k. Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap upaya
pemberdayaan perdagangan di Provinsi Lampung dan lintas
kabupaten/kota;

. Pelayanan Administrasi; dan

m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

(2) Sekretariat; mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksarakan
kegiatan surat-menyurat, rumah tangga, perencanaan, perlengke pan,
keuangan, kepegawaian, pembinaan organisasi, tata laksana dan perundang-
undangan serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh unit di
lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sekretariat mempunyai fungsi :
. Penyusunan rencana dan program,
. Pengelolaan administrasi kepegawaian;

Pengelolaan urusan keuangan dan aset;

=W T -

. Pelaksanaan kegiatan rumah tangga dan perlengkapan;

Penyelenggaraan surat-menyurat, kearsipan, ketatalaksanan, humas

®

dan penyvusunan perundang-undangan;

f. Penyiapan bahan perumusan rencana dan program serta memfasilitasi
dan melaksanakan kerjasama di bidang perdagangan;

g. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pengendalian persiapan dan
pelaporan dinas;

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan  Kepegawaian mempunyai  tugas
menyelenggarakan kegiatan surat-menyurat, tata naskah dinas, kearsipan,
keprotokolan, memberikan layanan administrasi umum kepegawaian,
menyiapkan bahan pembinaan, menyusun rencana, kebutuhan mutasi, dan
promosi serta pengembangan kepegawaian.

Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut:
a. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan administrasi kegiatan

surat menyurat;



Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelesaian surat-surat dinas,
penataan, penyimpanan dan pengarsipan;

Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyedian alat tulis kantor,
penggunaan stempel dinas, operator telepon dan faksimili, perpustakaan,
pramu-tamu dan caraka serta pengemudi kendaraan dinas npcrasicnél;
Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan administrasi dan
inventarisasi barang dinas;

Melaksanakan dan menyiapkan bahan urusan rumah tangga dinas;
Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan kegiatan rumah
tangga;

Melaksanakan dan menyiapkan bahan kegiatan keprotokolan, hubungan
masyarakat serta koordinasi penyusunan dan penyampaian laporan dinas;
Melaksanakan dan menyiapkan bahan penataan organisasi dan tata
laksana;

Melaksanakan dan menyiapkan bahan pelayanan kepada seluruh s:tuan
kerja di lingkungan dinas perdagangan, meliputi kartu pegawai, .zartu
istri, kartu suami, askes, taspen, cuti, kenaikan gaji berkala, kenaikan
pangkat, penyelesaian angka kredit, jabatan fungsional, dan pemberian
penghargaan;

Melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan dan mengembangkan
kinerja serta kesejahteraan pegawai termasuk pemberian santunan;
Melaksanakan dan menyiapkan bahan usulan dan proses pem‘t.:uerian
sanksi hukuman disiplin bagi pegawai yang melanggar ketentuan dan
peraturan perundang-undangan;

Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan sub

bagian umum dan kepegawaian; dan

m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2.

Sub Bagian Keuangan dan Aset

Sub bagian keuangan dan aset, mempunyai tugas melaksanakan

pelayanan administrasi keuangan dan aset, meliputi penganggaran dan

penatausahaan, perbendaharaan, penyusunan neraca aset, verifikasi dan

pertanggung jawaban keuangan, aset serta pengelolaan sistem akuntans: dan

pelaporan keuangan Dinas.

Rincian tugas Sub Bagian Keuangan dan aset, adalah sebagai berikut :



a. Melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset;

b. Melaksanakan koordinasi, menghimpun dan penyusunan bahan kebijakan
teknis bidang keuangan dan aset;

c. Melaksanakan dan menyiapkan bahan urusan gaji, tunjangan, ganti rugi,
pengobatan, tabungan dan taspen;

d. Melaksanakan pengelolaan sistem akuntansi;

e. Melaksanakan verifikasi dan pertanggung jawaban keuangan dan aset;
Melaksanakan pelayanan perbendaharaan serta penyusunan aset;

g. Melaksanakan menyiapkan bahan pembinaan administrasi keuangan dan
neraca aset Dinas;

h. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penagihan, menyetor dan
menghitung pajak orang dan pajak penj ualan antuk selanjutnya disetor ke
Kas Negara;

i, Melaksanakan menyiapkan bahan laporan keuangan dan aset kegiatan
anggaran pendapatan dan belanja Dinas; dan

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Sub Bagian Perencanaan

Sub bagian Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan
koordinasi perencanaan, penyusunan dan pengembangan  prec ram,
perumusan kebijakan serta evaluasi program Dinas.

Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan adalah sebagai berikut :

A, Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengumpulan dan pengolahan data
dalam rangka penyusunan rencana dan program Dinas;

b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana dan analisa
program Dinas; _

c. Melaksanakan dan menyiapkan, penyusunan, penghimpunan, penyajian
serta pemeliharaan data statistik perdagangan;

d. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana progran. dan
kegiatan serta anggaran Dinas;

e. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dan hubungan
kerjasama dengan instansi;

f Melaksanakan dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian
Perencanaan; dan

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.



(3) Bidang Kerjasama, Pengawasan dan Pembangunan Sumber Daya

Industri, mempunyai tugas melaksanakan, penyiapan perumusan,

pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang kerjasama,

pemgawasan, dan pembangunan sumber daya industri.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kerjasama,

Pengawasan dan Pembangunan Sumber Daya Industri mempunyai fungsi :

a. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan
daerah di bidang kerjasama dan promosi investasi industri;

b. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan
daerah di bidang pengawasan dan pengendalian industri;

c. Penyiapan perumusan, pelaksanaarn, evaluasi dan pelaporan kebijakan
daerah di bidang pembangunan sumber daya industri; dan

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Kepala Bidang Kerjasama, Pengawasan dan Pembangunan Sumber ‘Daya

Industri, membawahi :

1. Seksi Kerjasama dan Promosi investasi dan Industri.

Seksi Seksi Kerjasama dan Promosi investasi dan Industri mempunyai
tugas Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan
daerah di bidang perjanjian kerjasama serta pelaksanaan administrasi
kerjasama, dan promosi investasi industri.

Rincian tugas Seksi Kerjasama dan Promosi investasi dan Industri adalah

sebagai berikut : '

a. Menyiapkan perumusan, kebijakan daerah di bidang kerjasama dan
promosi investasi industri;

b. Melaksanakan kebijakan daerah di bidang perjanjian kerjasama dan
promosi investasi industri;

c. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perjanjian
kerjasama dan promosi investasi Industri;

d. Melaporkan pelaksanaan kebijakan daserah di bidang perjajian kerja sama
dan promosi investasi Industri;

e Melaksanakan administrasi kerjasama dan promosi investasi Industri; dan

f Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.



2. Seksi Pengembangan Kreativitas dan Inovasi

Seksi Pengembangan Kreativitas dan Inovasi, mempunyai tugas
melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan
kebijakan daerah di bidang pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan
inovasi untuk industri unggulan provinsi dan lintas kabupaten/kota. Rincian
tugas Seksi Pengembangan Kreativitas dan Inovasi, adalah sebagai berikut:

a. Menyiapkan dan melaksanakan kebijkan daerah di bidang pengembangan
dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi untuk industri unggulan provinsi
dan lintas kabupaten/kota;

b. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi untuk idustri
unggulan provinsi dan lintas kabupaten /kota;

c. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi untuk incustri
unggulan provinsi dan lintas kabupaten [ kota;

d. Menyiapkan bahan terkait penetapan industri unggulan provinsi; dan

e. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan.

3. Seksi Pembinaan Industri Hijau.

Seksi Pembinaan Industri Hijau, mempunyai tugas melakukan penyiapan
perumusan dan pelaksanan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di
bidang pembinaan industri hijau unggulan provinsi dan lintas
kabupaten/kota. Rincian tugas Seksi Pembinaan Industri Hijau, arlalah
sebagai berikut:

a. Melakukan dan menyiapkan perumusan kebijakan daerah di bidang
pembinaan industri hijau unggulan provinsi dan lintas kabupaten/kota;

b. Melakukan dan menyiapkan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
pembinaan industri hijau unggulan provinsi dan lintas kabupaten/kota;

c. Melakukan dan menyiapkan bahan evaluasi kebijakan daerah di bidang
pembinaan industri hijau uggulan provinsi dan lintas kabupaten/kota;

d. Melakukan dan menyiapkan pelaporan kebijakan daerah di bidang
pembinaan industri hijau unggulan provinsi dan linta kabupaten; Xota,
dan

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.



(4) Bidang Pemberdayaan Industri, mempunyai tugas melaksarakan

penyiapan perumusan dan pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan di

bidang pembanguna industri kecil dan menengah, pengembangan Kkreativitas

dan inovasi, serta pembinaan industri hijau.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang

Pemberdayaan Industri mempunyai fungsi:

a. Penyiapan perumusandan pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan
di bidang pembangunan industri kecil dan menengah;

b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan keb; akan
di bidang pengembangan kreativitas dan inovasi;

c. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan
di bidang pembinaan industri hijau; dan

d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Kepala Bidang Pemberdayaan Industri. membawabhi :

1. Seksi Pembangunan Industri Kecil dan Industri Menengah
Seksi Pembangunan Industri Kecil dan Industri Menengah, mempunyai

tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan, evaluasi dan

pelaporan kebijakan daerah di bidang pembangunan dan pemberdayaan
industri kecil dan industri menengah unggulan provinsi dan lintas
kabupaten/kota.

Rincian tugas Seksi Pembangunan Industri Kecil dan Industri Menengah

adalah sebagi berikut:

a. Menyiapkan dan melaksanakan perumusan kebijakan daerah di bidang
pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menéngah
unggulan provinsi dan lintas kabupaten/kota;

b. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kcbijakan daerah di bdang
pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah
unggulan provinsi dan lintas kabupaten/kota;

c. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah
unggulan provinsi dan lintas kabupaten/kota;

d. Melaksanakan fasilitas terkait kemudahan akses keuangan bagi industri
kecil dan industri menengah wunggulan provinsi dan lintas
kabupaten/kota; dan

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan coleh atasan.



2. Seksi Pengembangan Kreativitas dan Inovasi

Seksi Pengembangan Kreativitas dan Inovasi, mempunyal tugas
melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan
kebijakan daerah di bidang pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan
inovasi untuk industri unggulan provinsi dan lintas kabupaten/kota. Rincian
tugas Seksi Pengembangan Kreativitas dan Inovasi, adalah sebagai berikut:

a. Menyviapkan dan melaksanakan kebijkan daerah di bidang pengembangan
dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi untuk industri unggulan prsvinsi
dan lintas kabupaten /kota;

b. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi untuk idustri
unggulan provinsi dan lintas kabupaten /kota;

c. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi untuk industri
unggulan provinsi dan lintas kabupaten/kota;

d. Menyiapkan bahan terkait penetapan industri unggulan provinsi; dan

e. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan.

3. Seksi Pembinaan Industri Hijau.

Seksi Pembinaan Industri Hijau, mempunyai tugas melakukan penyiapan
perumusan dan pelaksanan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di
bidang pembinaan industri hijau unggulan provinsi dan lintas
kabupaten/kota. Rincian tugas Seksi Pembinaan Industri Hijau, adalah
sebagai berikut:

a. Melakukan dan menyiapkan perumusan kebijakan daerah di bidang
pembinaan industri hijau unggulan provinsi dan lintas kabupaten/kc.a;

b. Melakukan dan menyiapkan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
pembinaan industri hijau unggulan provinsi dan lintas kabupaten /kota;

c. Melakukan dan menyiapkan bahan evaluasi kebijakan daerah di bidang
pembinaan industri hijau uggulan provinsi dan lintas kabupaten/ kota;

d. Melakukan dan menyiapkan pelaporan kebijakan daerah di bidang
pembinaan industri hijau unggulan provinsi dan linta kabupaten/kota;
dan

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.



(5) Bidang Sarana dan Prasarana Industri, mempunyai tugas melaksanakan,

penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah

di Bidang Sarana dan Prasarana Industri. Untuk menyelenggarakan tugas

scbagaiman dimaksud pada ayat (1), Bidang Sarana dan Prasarana Industri

mempunyai fungsi;

a. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan
daerah di bidang standarisasi industri;

b. Penyiapan perumusan dan pelaksanan, evaluasi dan pelaporan kebijakan
daerah di bidang fasilitasi pengembangan perwilayahan dan pembangunan
infrastruktur penunjang industri;

c. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan
daerah di bidang pengelolaan data informasi industri; dan

d. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh atasan.

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Industri membawahi ;
1. Seksi Standarisasi Industri.

Seksi Standarisasi Industri, mempunyai tugas melakukan penyiapan
perumusan dan pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di
bidang standarisasi industri. Rincian tugas Seksi Standarisasi Industri,
adalah sebagai berikut:

a. Melakukan penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang standarisasi
industri;

b. Melakukan penyiapan pelaksanaan kebijakan derah di bidang standa.isasi
industri,

c. Melakukan penyiapan evaluasi kebijakan daerah di bidang standarisasi
industri;

d. Melakukan penyiapan pelaporan kebijakan daerah di bidang standarisasi
industri; dan

e. Melaksanakan tugas lain vang diberikan oleh atasan.

2. Seksi Fasilitas Industri,

Seksi Fasilitas Industri, mempunyai tugas melakukan penyiapan
perumusan dan pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di
bidang fasilitasi pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri,
kawasan peruntukan industri, kawasan industri, sentra IKM, dan
infrastruktur penunjang industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah

Provinsi. Rincian tugas Seksi Fasilitas Industri, adalah sebagai berikut:



a. Melakukan penyiapan kebijakan daerah di bidang fasilitasi pengembangan
wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan peruntukan industri,
kawasan industri, sentra IKM, dan infrastruktur penunjang industri;

b. Melakukan penyiapan pelaksanaan kebijakan daecrah di bidang faslitasi
pengembangan  wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan
peruntukan industri, kawasan industri, sentra IKM, dan infrastruktur
penunjang industri;

c. Melakukan penyiapan evaluasi kebijakan daerah di bidang fasilitasi
pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan peruntukan
industri, kawasan industri, sentra IKM, dan infrastruktur penunjang
industri;

d. Melakukan penyiapan pelaporan kebijaka daerah di bidang fasilitasi
perigembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan perun: akan
industri, kawasan industri, sentra IKM, dan infrastruktur penuijang
industri; dan

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi Industri.

Seksi Pengelolaan Data dan Informasi Industri, mempunyai tugas
melakuan penyiapan perumusan dan pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan
kebijakan daerah di bidang pengelolaan sistem informasi industri dan
perencanan pembangunan industri di Provinsi. Rincian tugas Seksi
Pengelolaan Data dan Informasi Industri dan Informasi Industri adalah
sebagai berikut:

a. Menyiapkan dan melaksanakan perumusan kebijakan daerah di bidang
pengelolaan sistem informasi industri di Provinsi;

b. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
pengelolaan sistem informasi industri di Provinsi;

c. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
pengelolaan sistem informasi industri di Provinsi;

d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan daerch di
bidang perencanaan pembangunan industri di Provinsi; dan

e. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan.

(6) Bidang Perdagangan Dalam Negeri, mempunyai tugas melaksanakan,
penyiapan perumusan, kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan
kebijakan, pemantauan evaluasi serta pelaporan bidang distribusi dan

logistik, perlindungan konsumen dan tertib niaga, dan pengembangan pasar



dan usaha dagang kecil menengah. Untuk menyelenggarakan tugas

sebagaiman dimaksud pada ayat (1), Bidang Perdagangan Dalam Negeri

mempunyai fungsi;

a.

Penyiapan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis,
koordinasi dan pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dibidang distribusi
dan logistik, penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri, burang
kebutuhan pokok dan barang penting serta perlindungan konsumen dan
tertib niaga;

Penyiapan bahan perumusan dan melaksanakan, kebijakan teknis,
fasilitasi, rekomendasi, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan
pasar dan usaha dagang kecil dan menengah;

Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh atasan.

Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri membawabhi ;
1. Seksi Distribusi dan Logistik,

Seksi Distribusi dan Logistik, mempunyai tugas menyiapkan bahan

perumusan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang

distribusi dan logistik, Rincian tugas Seksi Distribusi dan logistik adalah
sebagai berikut:

a.

Menyiapan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan di bidang
distribusi dan logistik;

Menviapkan bahan pengkoordinasian dan melaksanakan kebijakan
kebijakan di bidang distribusi dan logistik;

Menyiapkan bahan fasilitasi dan melaksanakan pasar lelang komoditas
agro skala daerah;

Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan resi gudang di daerah;
Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemetaan jaringan distribusi
barang penting;

Menyiapkan bahan melaksanaan pembinaan persetujuan perdagangan
distribusi bahan pokok antar pulau/provinsi,

Menyiapkan bahan fasilitasi stabilisasi harga pelaksanaan pasar murah
dan operasi pasar serta fasilitasi standarisasi pasar rakyat skala daer¢h;
Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang distribusi dan
logistik;

Menyiapkan bahan harga stok kebutuhan pokok masyarakat dan barang
penting skala daerah; dan

Melaksanakan tugas lain yvang diberikan atasan.



2. Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga,

Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, mempunyai tugas

menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan

kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan

konsumen dan tertib niaga. Rincian tugas Seksi Perlindungan Konsume : dan
Tertib Niaga adalah sebagai berikut :

4.

Menyiapan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan tcknis di
bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga;

Menyiapkan pelaksanakan kebijakan teknis di bidang perlindungan
konsumen dan tertib niaga;

Menyiapkan pelaksanaan kebijakan dalam pengawasan barang beredar
dan jasa tertib niaga, serta penegakkan hukum perlindungan konsumen;
Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteia di
bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga;

Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan di bidang analisa perlindungan konsumen dan pelaku usaha,
fasilitasi kelembagaan dan pembinaan jejaring perlindungan konsumen;
Menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian pembinaan dan supervisi di
bidang pengawasan dan analisa kasus perdagangan, perizinn perdagangan
distribusi bahan pokok, barang penting yang diatur perundang-undangan
serta penegakkan hukum;

Menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian pembinaan teknis dan
supervisi di bidang pengawasan barang beredar dan jasa, serta
penegakkan hukum perlindungan konsumen;

Menyiapkan bahan evaluasi, publikasi, koordinasi dan pelaporan di bidang
perlindungan konsumen dan tertib niaga;

Melakukan koordinasi dan kerjasama lintas sektor dalam rangka
perlindungan konsumen dan edukasi konsumen;

Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan pupuk bersubsidi
dalam pengadaan dan penyaluran di tingkat distributor dan penge.eran
skala daerah;

Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan menejemen distribusi
pupuk dan distributor pengeceran skala daerah; dan

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.



3. Seksi Pengembangan Pasar dan Usaha Dagang Kecil Menengah.

Seksi Pengembangan Pasar dan Usaha Dagang Kecil Menengah,
mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinas dan
pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang
pengembangan pasar dan usaha dagang kecil menengah. Rincian tugas Seksi
Pengembangan Pasar dan usaha Dagang Kecil Menengah, adalah sebagai
berikut :

a. Menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis di
bidang pengembangan pasar dan usaha dagang kecil menengah;

b. Menyiapkan bahan pengkoordinasian kebijakan teknis di bidang
pengembangan pasar dan usaha kecil menengah;

c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan [fasilitasi usaha dagang kecil
menengah toko modern skala daerah;

d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan sistem informasi pasar
rakyat dan toko modern skala daerah;

e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kemitraan dan pengembangan
akses pasar usaha dagang kecil menengah skala daerah;

[ Melakukan fasilitas promosi serta akses pasar tingkat regional dan
nasional;

g. Menyiapkan bahan dan melaksanakn penibinaan, pengawasan dan
monitoring pasar rakyat;

h. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengadaan pusat perbelanjaan dan toko
modern skala daerah;

i. Menyiapkan bahan rekomendasi pelaksanaan teknis revitalisasi pasar
rakyat skala daerah;

j. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan pasar
dan usaha kecil menengah; dan

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(7) Bidang Perdagangan Luar Negeri, mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan
dibidang ekspor, impor dan fasilitasi perdagangan luar negri, scrta
melaksanakan pengumpulan data produk daerah, melakukan identifkasi,
fasilitasi, layanan informasi produk unggulan daerah, melakukan pembinaan,
melakukan promosi di dalam dan luar negeri, serta kerjasama perdagangan.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1},

Bidang Perdagangan Luar Negeri mempunyai fungsi:



2-

Penyiapan pemberian bimbingan  teknis terhadap pelaksanaan
kebijaksanaan dan pengembangan sarana, dan pemantauan di bidang
perdagangan luar negeri;
Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan
pelaksanaan promosi dalam dan luar negeri;
Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan
pelaksanaan di bidang ekspor dan impor;
Penyiapan bahan perumusan Kkebijakan teknis, pembinaan dan
pelaksanaan di bidang fasilitasi perdagangan luar negeri;
Penyiapan koordinasi, monitoring, pelaporan dan evaluasi teknis kebijakan
perdagangan ekspor dan impor;
Penviapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan usaha
peningkatan pelaksanaan kerjasama perdagangan; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Kcpala Bidang Perdagangan Luar Negeri membawabhi ;

1. Seksi Ekspor dan Impor.

Seksi Ekspor dan Impor, mempunyai tugas menganalisasi dan menyusun

data ekspor untuk kegiatan pembinaan, menyediakan bahan perumusan

kebijakan teknis perizinaan ekspor serta melakukan pelayanan prosedur

ekspor, dan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di

bidang impor. Rincian tugas Seksi Ekspor dan Impor, adalah sebagai berikut:

a.

Melaksanakan dan menyiapkan bahan bimbingan teknis pembinaan iklim
usaha,, peningkatan kerjasama dunia usaha di bidang ekspor;
Melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan pengusaha cdalam
rangka pelaksanaan kegiatan impor;

Melaksanakan dan menyiapkan bahan, mengolah, dan menganalisa hasil
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan teknis perdagangan
internasional;

Melaksanakan dan menyiapkan bahan pemberian Surat Keterangan Asal
(SKA) termasuk penyelesaian verifikasi SKA;

Melaksanakan dan menyiapkan bahan, mengelola serta menganalisa hasil
pemantauan dan evaluasi, kegiatan penyediaan dan penyaluran bahan
baku, bahan penolong serta barang modal untuk keperluan ckspor;
Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengumpulan, mengola dan

menganalisa pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan eksportir;



g. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan dan mengolah bahan
pembinaan, bimbingan teknis, evaluasi dan pengendalian perusahaan
yang diakui sebagai ekspor terdaftar;

h. Melaksanakan dan menyiapkan bahan persiapan berita acara dan hasil
pemeriksaan dalam rangka pelaksanaan pengakuan perusahaan schagai
eksportir terdaftar;

i. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengumpulan, pengolahan data,
analisa program, pembinaan dan pengendalian kegiatan serta membuat
laporan perkembangan ekspor; dan

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Seksi Promosi Kerjasama Perdagangan.

Seksi Promosi Kerjasama Perdagangan, mempunyai tugas menylapkan
bahan perumusan Kkebijakan teknis pembinaan, pelaksanaan dan
pengembangan di bidang promosi dan kerjasama perdagangan di dalan dan
luar negeri.

Rincian tugas Seksi Promosi dan Kerjasama Perdagangan adalah sebagai

berikut:

a. Melakukan identifikasi potensi kerjasama perdagangan produk ekspor dan
menyusun rencana operasional kerjasama perdagangan produk ekspor di
dalam dan luar negeri;

b. Melakukan kajian produk unggulan daerah yang berpotensi untuk
diekspor, pengumpulan data dan bahan dalam rangka pelaks:cnaan
kerjasama perdagangan dengan Indonesian Trade Promotion Center, atas
perdagangan, dan perwakilan dagang luar negeri lainnya;

c. Melakukan identifikasi dan seleksi produk, serta melakukan penjaringan
peserta dalam rangka pameran dan promosi produk ekspor daerah;

d. Melakukan promosi, pameran, dan pertemuan bisnis di dalam dan luar
negeri ;

e. Melakukan pembinaan teknis terhadap produk unggulan daerah potensial
ekspor;

Melaksanakan koordinasi dan pengendalian secara lintas sektoral calam
rangka pengembangan dan promosi produk ekspor di dalam dan luar
negeri;

g. Melakukan pencitraan terhadap produk unggulan daerah potensial ekspor;

h. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang promosi dan
kerjasama perdagangan luar negeri; dan

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.



3.

Seksi Fasilitasi
Seksi Fasilitasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang fa:ilitas

perdagangan luar negeri. Rincian tugas Seksi Fasilitasi, adalah sebagai
berikut:

a.

h.

Melaksanakan dan penyediaan bahan masukan perumusan kebijakan di
bidang fasilitasi dan analis informasi pasar orientasi ekspor;
Melaksanakan dan menyediakan pelayanan informasi pasar terhadap
pengembangan produk unggulan daerah dan pembinaan ekspor;
Melakukan bimbingan teknis kepada pelaku usaha melalui sosialisasi/
seminar/ adaptasi produk, lokakarya, temuwicara, pelatihan, prcgram
pendampingan dan atau kegiatan pengembangan lainnya;

Menyediakan ruang pamer produk eckspor secara fisik (virtual) dan Jatau
non fisik (non virtual);

Melakukan pengembangan desain produk potensial ekspor;

Penyertakan pelaku usaha yang berpotensial ckspor pada kegiatan
penghargaaan nasional;

Melaksanakan dan menyiapkan bahan kajian hambatan ekspor tertib
hukum; dan

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(8) UPTD Balai Pengawasan Sertifikasi Mutu Barang, mempunyai tugas

melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengujian, sertifikasi, inspeksi teknis
serta kalibrasi.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud UPTD Balai Pengawasan

Sertifikasi Mutu Barang mempunyai fungsi :

a.

Pelaksanaan pengawasan mutu barang ekspor tertentu melalui kegiatan
pengambilan contoh, pengujian dan sertifikasi mutu barang;

Pelaksanaan pengawasan mutu produk bertanda SNI, pengambilan crntoh
dan pengujian dalam rangka mendukung proses sertifikasi produk
penggunaan tanda SNI;

Pembinaan dan monitoring kepada dunia usaha dan masyarakat serta
memfasilitasi pelaksanaan kalibrasi peralatan laboratorium;

Pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan.



1).

2).

3).

4).

5).

Susunan Organisasi UPTD Balai Pengawasan Sertifikasi Mutu Ba ang,
terdiri dari :

a. Kepala;

b. Sub Bagian Tata Usaha;

c. Seksi Pengawasan;

d. Seksi Sertifikasi Mutu Barang; dan

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sub Bagian Pengembangan Jasa Dan Tata Usaha sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata
Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dan huruf d,
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Saksi yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
d, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Sekretariat UPTD.

Bagan organisasi UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu B.rang
sebagaimana tercantum dalam lampiran XXb yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Gubernur ini.

Uraian Tugas Pada UPTD Balai Pengawasan Sertifikasi Mutu Barang, sebagi
berikut :

1)

2)

3)

4)

Kepala UPTD Balai Pengawasan Sertifikasi Mutu Barang mempunyai tugas
memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas
UPTD Balai Pengawasan Sertifikasi Mutu Barang sesuai dengan kebijakan
yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagsngan
Provinsi Lampung serta peraturan perundang-undangan yg berlaku.

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan
ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perencanaan dan rumah tangga
UPTD.

Seksi Pengawasan mempunyai tugas melakukan pengambilan contoh dan
pengujian mutu barang ekspor sesuai dengan SNI dan standar lainnya,
melakukan persiapan peralatan laboratorium dalam rangka pengujian
mutu barang, menyusun dan mengolah data analisis hasil pengujian
laboratorium.

Seksi Sertifikasi Mutu Barang mempunyai tugas mengkoordinasikan data
untuk penerbitan sertifikasi mutu komoditi hasil uji, mengkoordinasikan

pelaksanaan kalibrasi hasil penguji laboratarium, melakukan bimbingan



9)

teknis dan penyuluhan peningkatan mutu komoditi ekspor, menyusun
dokumen mutu laboratorium sesuai dengan standar mutu SNI, membuat

daftar usulan penetapan angka kredit.

UPTD Balai Indutri Pangan Olahan dan Kemasan , mempunyai tugas

melaksanakan penyusunan perencanaan, pembinaan dan pengembangan

industri, pangan olahan dan kemasan dengan memanfaatkan sarana,

prasarana dan tenaga ahli.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud UPTD Balai Ir dutri

Pangan Olahan dan Kemasan mempunyai fungsi :

a.

Pelaksanaan rencana kegiatan produksi, jasa, industri, pangan olahan,
desain dan kemasan industri,

Pelaksanaan pembinaan terhadap produksi, jasa, industri, pangan olahan,
desain dan kemasan industri ;

Pelaksanaan dan pengelolaan retribusi;

Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi kegiatan; dan

Pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan.

Susunan Organisasi UPTD Balai Indutri Pangan Olahan dan Kemasan, terdiri
dari :

1)

2)

4)

S)

Susunan Organisasi UPTD Balai Indutri Pangan Olahan dan Kemasan,
terdiri dari :

a. Kepala;

b. Sub Bagian Tata Usaha,

c. Seksi Produksi dan Jasa Industri;

d. Seksi Desain dan Kemasan Industri; dan

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
dipimpin olch seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Seksi-seksi sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dan huruf d,
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
e, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di tawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

Bagan organisasi UPTD Balai Industri dan Kemasan sebagaimana
tercantum dalam lampiran XXa yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Gubernur ini.



Uraian Tugas UPTD Balai Industri Pangan Olahan dan Kemasan, sebagai

berikut :

1) Kepala UPTD mempunyai tugas memipin, mengendalikan dan
mengkoordinasikan pelaksanaan tugas UPTD Industri Pangan Olahan dan
Kemasan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung serta pera uran
perundang-undangan yang berlaku.

2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

a. Melaksanakan urusan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian,
perencanaan dan rumah tangga UPTD;

b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan kegiatan UPTD; dan

c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

3) Seksi Produksi dan Jasa Industri mempunyai tugas :

a. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan produksi darn jasa
industri;

b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penilaian hasil produksi dan jasa
industri;

c. Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan kegiatan seksi produksi
dan jasa industri;

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

4) Seksi Desain dan Kemasan Industri mempunyai tugas :

a. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan pangan olahan,
desain dan kemasan industri;

b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penilaian hasil pangan olahan,
desain dan kemasan industri;

¢. Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan kegiatan Seksi pangan
olahan, desain dan kemasan industri; dan

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

10) Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional
yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan

ketrampilannya.

1.4. Peta Jabatan

Adapun nama-nama pejabat yang menduduki jabatan pada  Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung adalah sebagai berikut;



1) Kepala Dinas : Elvira Umihanni, S.P., M.T. (Ess. II)

2) Sekretaris : Ir. Ofrial (Ess Illa), Sekretaris dibantu oleh 3 Kasubag

antara lain:

a.

Kasubag Umum dan Kepegawaian : Ida Sari Yorita, S.E. (Ess IVa)

b. Kasubag Keuangan: Riri Meiriza S.STP.,M.H. (Ess IVa)

c.

Kasubag Perencanaan : Heliana Dewi, S.E., M.M. (Ess. IVa)

3) Kepala Bidang Kerjasama Pengawasan dan Pembangunan Sumberdaya
Industri : Ir. Siti Fatimah, M.M. (Esselon I1la) dibantu olch:

a. Kasi Kerja Sama dan Promosi Investasi Industri : Charles Khnlidy,

S.H., M.H. (Ess [Va)

Plt.Kasi Pengawasan dan Pengendalian Industri : lka Maranti
Trivalany, S.T., M.M (Ess [Va)

Kasi Pembangunan Sumber Daya Industri: Rahmat Hermawan,
S.T.M.T (Ess IVa)

4) Kepala Bidang Pemberdayaan Industri : Firwansyah, S.Ses..,M.M.

(Esselon Illa) dibantu oleh:

a.

C.

Kasi Pembangunan Industri Kecil dan Menengah : Tira Par niba
Sangjaya, S.H., M.H. (Ess IVa)

Kasi Pengembangan Kreatifitas dan Inovasi : Yulvan Simatupang,
S.T. (Ess IVa)

Kasi Pembinaan Industri ;: Hayudian Utomo, S.Sos., M.M. (Ess IVa)

5) Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Industri : Indawati, S.E.,
M.Si.(Esselon Il1a) dibantu oleh:

a.
b.

C.

Kasi Standarisasi Industri : Andri Ladipal. S.Sos. (Ess IVa)

Kasi Fasilitasi Industri : Ekalia Yuniza,S.E., M.Si.(Ess IVa)

Kasi Pengolahan Data dan Informasi Industri : Muhlisin, 8.50s.,
MH (Ess IVa)

6) Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri : M. Zimmi Skill, S.E.,M.M.
(Esselon Illa) dibantu oleh:

a.
b.

Kasi Distribusi Logistik : Wis Alkurni, S.H (Ess IVa)
Kasi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga : Mahdalena,
S.E,M.M. (Ess IVa)

Kasi Pengembangan Pasar dan Usaha Dagang Kecil Menentah :

Herlinawati,S.IP., M.M. (Ess [Va)

7) Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri : Dra. Ratna Melia Sari, M.M.
(Ess IIla) dibantu oleh :



a. Kasi Ekspor Impor : Teguh Winarno, S.E., M.M.. (Ess [Va)
Kasi Promosi dan Kerjasama Perdagangan : Siti Meisyah, S.8os.,
M.M.

c. Kasi Fasilitasi : -

8) Kepala UPTD Balai Industri Pangan Olahan dan Kemasan Drs. Samsul
Rizal, M.M. (Ess Illa) dibantu oleh :
a. Kasubag Tata Usaha : M. Hatta, S.Sos., M.M. (Ess IVa)
b. Kasi Desain dan Kemasan : Rita Erida, S.E., M.M. (Ess IVa)
c. Kasi Produksi dan Jasa Industri : Khoirullah, S.E. (Ess IVa)

9) Kepala UPTD BPSMB Syahril, S.E., M.M.. (Ess I1Ib) dibantu oleh;
a. Kasubag TU : Dodi Kurniadi, S.Sos. (Ess IVa)
b. Kasi Sertifikasi Mutu Barang : Dra. Rumi Astuti (Ess IVa)
c. Kasi Pengawasan : Mariani, S.H., M.H. (Ess IVa)



BABII PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
ESELON 11



BAB III PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
ESELON III DENGAN ESELON II



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ELVIRA UMIHANNI, S.P., M.T.
Jabatan : KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ARINAL DJUNAIDI
Jabatan : GUBERNUR LAMPUNG

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang
seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai
target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2021

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

GUBERNUR LAMPUNG KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN
DAN-PERDAGANGAN PROVINSI

Jalan Wolter Mongonsidi No, 69 Teluk Betung Bandar Lampung 35215
ol (O7211 481 1A4 Falee (Y721 A815M



LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG

1 |Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Persentase Pertumbuhan 5%
Sektor Industri Pengolahan
1.1 Meningkatnya perkembangan industri di Provinsi Lampung Persentase Pertumbuhan 0,5%
Industri di Provinsi
1.2 Meningkatnya cakupan pengawasan IUl yang dipantau Persentase Izin Usaha Industri 10%
(1U]) Besar yang dipantau dan
dianalisis dalam laporan hasil
pemantauan yang dikeluarkan
- oleh mstansi terkait
1.3 Meningkatnya perusahaan industri yang masuk ke dalam SIINAS |Parsentase perusahaan industri 30%
. besar dan perusahaan kawasan
industri maupun [KM kab/kota
yang masuk SIINAS
2 |Meningkatkan Pertumbuhan sektor perdagangan Persentase Pertumbuhan 5,3%
Sektor Perdagangan
2.1 Meningkatnya cakupan barang beredar yang diawasi sesuai Persentase cakupan Barang 12,5%
dengan peraturan yang berlaku beredar yang diawasi
2.2 Meningkatnya produk UKM/PKM unggulan/potensial yang Persentase IKM/PKM 10%
memperoleh fasilitasi pemasaran unggulan/Potensial yang
memperoleh fasilitasi pemasaran
3 |Meningkatnya nilai perdagangan luar negeri Nilai Ekspor Non Migas 3,33 Miliar US$
3.1 Meningkatnya produk unggulan/potensial yang memperoleh Persentase produk 10%
fasilitasi promos: dagang unggulan/potensial yang
memperoleh fasilitasi promosi
dagang
4 |Menjaga stabilitas harga bahan pangan pokok penting Andil inflasi bahan makanan <1,5%
4.1 Terjaganya stabilitas harga bahan pangan pokok penting Nilai Koefisien Variasi harga 5-6,5%
barang kebutuhan pokok
antarwaktu
4.2 Memingkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah Persentase pelayanan penunjang 100%
urusan pemerintah daerah
Program /Kegiatan Anggaran Keterangan
1. Perencanaan dan Pembangunan Industri Rp 7,916,027,000 P - APBD
Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana pembangunan Rp 7,916,027 000

Industri Provinsi

2. Pengendalian Izin Usaha Industri Rp 178,569,000 P - APBD
Penerbitan lzin Usaha Industsi (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri Rp 178,569,000
{IPUI}, Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan
Kawasan Industn (IPKl| Kewenangan Provinsi )
3. Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional Rp 50,000,000 P - APBD
Penyediaan informasi Industri untuk Informasi Industri untuk [Ul, Rp 50,000,000
[PUI, TUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi berbasis (SIINAS)
4. Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Rp 385,330,000 P - APBD
Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Rp 74,330,000

Kabupaten/Kota



Program /Kegiatan
5. Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri

6. Pengembangan Ekspor

Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan
Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada
lebih dasn 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam Provinsi

7. Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang
Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku usaha
distribusi barang lintas kabupaten/ kota yang terintegrasi dalam
sistem informasi perdagangan

8. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah .
Administras: Keuangan Perangkat Daerah
Administrasi Kepegawaian Perangkat Dasrah
Administrast Umum Perangkat Daerah

Pengadaan Barang Milik Daerah Penumyang Urugan Pemerintah
Daerah

Penyedian Jasa Penunjang Urusan Pemenntah Daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah

Jumlah

Pihak Kedus,
GUBERNUR LAMPUNG,

Rp

G

G A O - -

Rp

Telukbetung, Oktober 2021

Anggaran
93,795,000
93,795,000
343,380,000
343,380,000

511,080,000
511,080,000

20,897,873,836.50
267,405,500

17,998,451,602.50
66,000,000
568,026,364
292,746,900

1,226,193,470
479,050,000

30,376,054,836.50




PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

JI. Cut Mutia No. 44Telp/Fax (0721) 470305
BANDAR LAMPUNG

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKRETARIAT
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. OFRIAL
Jabatan : SEKRETARIS DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama . ELVIRA UMIHANNI, S.P., M.T.
Jabatan : KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang
seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai
target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan vang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2021

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
KEPALA DINAS SEKRETARIS
E_,"'s"(*(;?'
Ir. OFRIAL

Pembina Tingkat I
NIP. 19641026 199003 1 003




LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKRETARIAT
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG

NO SASARAN INDIKATOR R
KEGIATAN KEGIATAN L oY,

(1) (2) (3) 4)

1. |Tersedianya Dokumen Persentase Penyelesaian Dokumen 85%
Perencanaan Perencanaan

2. |Terlaksananya Layanan Persentase Layanan Administrasi 100%
Administrasi Keuangan Keuangan

3. |Terlaksananya Layanan Persentase Layanan Administrasi 100%
Administrasi Kepegawaian Kepegawaian

4. |Terlaksananya Layanan Persentase Rata-rata Capaian Sub 90%
Administrasi Umum Kegiatan

5. |Terlaksananya Peningkatan |Persentase Kesesuaian Pengadaan 85%
Kuantitas Barang Milik dengan Rencana Pengadaan
Daerah

6. |Tersedianya Layanan Jasa Persentase Layanan Jasa Penunjang 90%
Penunjang Urusan Dinas Urusan Pemerintah Daerah

7. |Terpeliharanya Barang Milik |Persentase Barang yang dilakukan 5%
Daerah yang dimiliki Dinas Pemeliharaan

Pihak kedua,
KEPALA DINAS

NIP. 19730524 1997@3 2 002

Telukbetung, Oktober 2021

Pihak Pertama,
SEKRETARIS

L]

S

Ir. OFRIAL
Pembina Tingkat |
NIP. 19641026 199003 1 003




PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

JI. Cut Mutia No. 44Telp/Fax (0721) 470305
BANDAR LAMPUNG

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BIDANG SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan dibawah ini :

Nama : INDAWATI, S.E., M.M.
Jabatan . KEPALA BIDANG SARANA DAN PRASARANA
INDUSTRI

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ELVIRA UMIHANNI, S.P., M.T.
Jabatan : KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja vang
seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai
target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2021
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

KEPALA DINAS KEPALA BIDANG SARANA DAN
PRASARANA INDUSTRI

INDAWAI'L, S.E., M.M.
Pembinal|Tingkat 1
NIP. 19670410 199203 2 007




LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BIDANG SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG

SASARAN INDIKATOR
No KEGIATAN KEGIATAN SARARE
(1) 2 3) )
l. [Meningkatnya Capaian Rata - rata Capaian Indikator Kinerja 80%
Indikator dalam RPIP dalam RPIP
2, |[Meningkatnya Ketersediaan |Jumlah Pengelolaan Data dan 12 bulan
Data dan Informasi Industri |Informasi Industri
Telukbetung, Oktober 2021
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
KEPALA DINAS KEPALA BIDANG SARANA

SARANA INDUSTRI

Pembing Tingkat 1
NIP. 19670410 199203 2 007




PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

JL. Cut Mutia No. 44Telp/Fax (0721) 470305
BANDAR LAMPUNG

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BIDANG PEMBERDAYAAN INDUSTRI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FIRWANSYAH, S.Sos., M.M.
Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN INDUSTRI

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ELVIRA UMIHANNI, S.P., M.T.
Jabatan : KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang
seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai
target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2021
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

KEPALA DINAS

EL . S.P.. M.T.
Pem;ina Utamp l\éuda Pembina

NIP.J9730524 199703 2 002 NIP. 19670202 198901 1 003



LAMPIRAN PERUBAHANPERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

BIDANG PEMBERDAYAAN INDUSTRI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG

NO

SASARAN
KEGIATAN

INDIEKATOR
KEGIATAN

TARGET

(1)

(2

(3]

(i

Meningkatnya Capaian Indikator
dalam RPIP

Rata-rata Capaian Indikator Kinerja

dalam RPIP

80%

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS

Telukbetung, Oktober 2021

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG
PEMBERDRYAAN INDUSTRI

Pemhina
NIP. 19670202 198901 1 003
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PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

JL Cut Mutia No. 44Telp/Fax (0721) 470305
BANDAR LAMPUNG

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BIDANG KERJASAMA PENGAWASAN DAN PEMBANGUNAN
SUMBER DAYA INDUSTRI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. SITI FATIMAH, M.M.
Jabatan : KEPALA BIDANG KERJASAMA PENGAWASAN
DAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Namsa : ELVIRA UMIHANNI, S.P., M.T.
Jabatan : KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja vyang
seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai
target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2021
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

KEPALA DINAS KEPALA BIDANG KERJASAMA
PENGAWASAN DAN PEMBANGUNAN
SUMBER DAYA INDUSTRI

N

ELVI] NI, S.P., M.T Ir. SITI FATIMAH, M.M.
Pemba Utama Muda Pembina Tingkat |

NIP.18730524 199703 2 002 NIP. 19690309 199402 2 002



LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

BIDANG KERJASAMA, PENGAWASAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG

SASARAN INDIKATOR ARG
e KEGIATAN KEGIATAN N i
i 2 3 ; 4

1. |Meningkatnya Jumlah

Jumlah Penerbitan Rekomendasi

10 rekomendasi

Industri di Provinsi IUI Besar
Lampung
2. [Meningkatnya Capaian Rata - rata Capaian Indikator 80%

Indikator dalam RPIP Kineria dalam RPIP
Telukbetung, Oktober 2021
Pihak Kedua,

KEPALA DINAS

Yh

EL UMIEANNE, S.P., M.T.

Pembina Utamal Midda
NIP. 9730524 199703 2 002

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG KERJASAMA
PENGAWASAN DAN PEMBANGUNAN
SUMBER DAYA INDUSTRI

Ir. SITI FATIMAH, M.M.
Pembina Tingkat [
NIP. 19690309 192402 2 002




PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

JL Cut Mutia No. 44Telp/Fax (0721) 470305
BANDAR LAMPUNG

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dra. RATNA MELIA SARI, M.M.
Jabatan : KEPALA BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ELVIRA UMIHANNI, S.P., M.T.
Jabatan : KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang
seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai
target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan wang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2021

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
KEPALA DINAS KEPALA BIDANG PERDAGANGAN
LUAR NEGERI
T -~
EL UMIHANNI, S.P., M.T Dra. NA MELIA SARI, M.M.
Pembina Utama:Mgda Pembina Tingkat I

NIP.19730524 199%03 2 002 NIP. 19660505 198603 2 005



LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG

BASARAN INDIKATOR
NO . GET
EKEGIATAN EEGIATAN AR
'E:l ) (2) [3) (4)
1. |Meningkatnya Pasar Pelaku Jumlah Pelaku Usaha yang 30 UKM
Usaha yang mendapatkan memperoleh Fasilitasi
Fasilitasi Promosi Dagang Promosi Dagang
Telukbetung, Oktober 2021
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
KEPALA DINAS KEPALA BIDANG PERDAGANGAN
LUAR NEGERI

Dra. TNA MELIA BM.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19660505 198603 2 005




PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

JI. Cut Mutia No. 44Telp/Fax (0721) 470305
BANDAR LAMPUNG

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
UPTD BALAI INDUSTRI PANGAN OLAHAN DAN KEMASAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan dibawah ni :

Nama : Drs. SAMSUL RIZAL, M.M.
Jabatan : KEPALA UPTD BALAI INDUSTRI PANGAN OLAHAN
DAN KEMASAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ELVIRA UMIHANNI, S.P., M.T.
Jabatan : KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang
scharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai
target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2021
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

KEPALA DINAS KEPALA UPTD BALAI INDUSTRI
PANGAN OLAHAN DAN KEMASAN

EL UMIHANNI, S.P., M.T. Drs. SAMSUL . M.M.
Pembida Utama Kida Pembina Tingkat I
NIP.19730524 1997803 2 002 NIP. 19670928 199303 1 005




LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

UPTD BALAI INDUSTRI PANGAN OLAHAN DAN KEMASAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG

SASBARAN INDIKATOR ARGET
e KEGIATAN KEGIATAN *
1) (2) {3) (4
1 |Meningkatnya Capaian Rata - rata Capaian Indikator 80%
Indikator dalam RPIP Kinerja dalam RPIP
Telukbhetung, Oktober 202
Pihak kedua, Pihak Pertama,

KEPALA DINAS,

f LB
EL?I WI.'S.P., M.T.

Pembina Utamsa Mida
NIP. 19730524 199%03 2 002

KEPALA UPTD BALAI
INDUSTRI PANGAN OLAHAN
DAN KEMASAN

Drs. SAMSUL RIZAL, M.M.

Pembina Tingkat 1
NIP. 19670928 199303 1 005




e PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

JL Cut Mutia No. 44Telp/Fax (0721) 470305
BANDAR LAMPUNG

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang

bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SYAHRIL, S.E., M.M.
Jabatan : KEPALA UPTD BALAI PENGAWASAN DAN
SERTIFIKASI MUTU BARANG

SBelanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ELVIRA UMIHANNI, S.P., M.T.
Jabatan : KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji alkan mewujudkan target kinerja yang
seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai
target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi,

Telukbetung, Oktober 2021
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

KEPALA DINAS KEPALA UPTD BALAI PENGAWASAN
DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG

EL , S.P., M.T. SYAHRIL, S.E., M.M.
Pemb;m Utama/Mida Pembina Tingkat |

NIP.19730524 199703 2 002 NIP. 19670710 199403 1 003




LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG

SASARAN INDIKATOR
NO TARGET
KEGIATAN KEGIATAN
(1) 2) (3] &
1. IMeningkatnya Pengujian Mutu|Persentase Peningkatan 1%

Pengujian Mutu

Telukbetung, Oktober 2021

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

KEPALA DINAS KEPALA UPTD. BALAI PENGUJIA
DAN SERTIFIKASI MUTU BARAN

mp} 19730524 199§03 2 002 NIP. 19670410 199403 1 003



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

JL Cut Mutia No. 44Telp/Fax (0721) 470305
BANDAR LAMPUNG

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efekif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MOHAMMAD ZIMMI SKIL, S.E., M.M.
Jabatan : KEPALA BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ELVIRA UMIHANNI, S.P., M.T.
Jabatan : KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang
seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai
target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2021
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

KEPALA DINAS KEPALA BIDANG PERDAGANGAN
DALAM NEGERI

ri

EL UMl . S.P., M.T. M. ZIMMI SKIL, S.E., M.M.
Pembina Utama%«iuda Pembina

NIP.19730524 1949703 2 002 NIP. 19770403 200312 1 005



LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG

SASARAN INDIKATOR
NO TARGET
KEGIATAN KEGIATAN
(1] (2) (3] (4)
1. |Menjaga Stabilitas Pergerakan |Jumlah Laporan Harga 12 Laporan
Harga Bahan Pangan Pokok Melalui Sistemn Informasi
2. |Meningkatnya Perlindungan Jumlah Sosialisasi 1 kegiatan
Konsumen di Kabupaten/Kota |Pengetahuan tentang
Perlindungan Konsumen
3. |Meningkatnya Kepatuhan Persentase Barang Beredar 12,50%
Pelaku Usaha terhadap yang sesuai ketentuan
Peraturan yang berlaku
4. |Meningkatnya Kualitas Usaha |Persentase UKM/PKM 10%
maupun Produk PKM/UKM Binaan yang mendapatkan
Fasilitasi
Telukbeming, Oktober 2021
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

KEPALA DINAS

NIP.

19730524 199703 2 002

KEPALA BIDANG PERDAGANGAN

DALAM NEGERI
—

M. ZIMMI SKIL, S.E., M.M.

Pembina

NIP. 19770403 200312 1 005
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LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SASARAN INDIKATOR KINERJA
e SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN EARGET
1 (2) (3) (4)
l. |Tersusunnya Dokumen Jumlah Dolumen Jabatan 2 dokumen
Disiplin Pegawai
2. |Terlaksananya Pendidikan Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan 15 orang
dan Pelatihan Pegawai Teknis dan Diklat
berdasarkan tugas dan fungsi
3. |Terlaksananya Bimbingan Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi 1 kegiatan
Teknis Implementasi Peraturan PerUndang -Undangan
Peraturan PerUndang-
Undangan
4. |Tersedianya Komponen Jumlah Peralatan Listrik/ Penerangan 50 buah
Instalasi Listrik/ Penerangan |Bangunan
Bangunan
5. [Tersedianya Penyediaan Jumlah Pengadaan ATK 500 buah
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
6. |Tersedianya Peralatan Rumah |[Jumlah Peralatan Rumah Tangga 50 buah

Tangga

- |[Tersedianya Barang Cetakan

dan Penggandaan

Jumlah Barang Cetak dan Pengadaan

200.000 lembar

8. |Tersedianya Bahan/ Material |Jumlah Penyediaan Bahan Material 2 kegiatan

9. |Terfasilitasinya Kunjungan Jumlah Layanan Makan dan Minum 40 kali
Tamu

10.|Terlaksananya Rapat Jumlah Koordinasi dan Konsultasi 45 kali
Koordinasi dan Konsultasi

11.|Tersedianya Sarana dan Jumlah Pengadaan Sarpras Gedung 8 unit

Prasarana Gedung
Kantor/Bangunan lainnya

Kantor




SASARAN INDIKATOR KINERJA

N SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN TARGET

(1) (2) (3) (4)

12.|Tersedianya Layanan Layanan Jasa Komunikasi Sumber Daya 100%
Komunikasi, Sumber Daya Air |Air dan Listrik
dan Listrik

13.|Tersedianya Pelayanan Umum |Jumlah Waktu Lavanan Umum Kantor 12 bulan
Kantor

14.|Terpeliharanya Kendaraan Jumlah Pemeliharaan Kendaraan 8 unit
Dinas Operasional Dinas/Operasional

13.|Terpeliharanya Gedung Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung 1 unit
Kantor Kantor

16.|Terpeliharanya Sarana dan Jumlah Pengadaan Sarpras Gedung 35 unit
Prasarana Kantor Kantor

Pihak Kedua,
SEKRETARIS

<

- —

Ir. OFRIAL
Pembina Tingkat 1
NIP. 19641026 199003 1 003

Telukbetung,
Pihak Pertama,

KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Oktober 2021

il 4‘{/
IDA YORITA, S.E.
Penata Tingkat |

NIP. 19721023 199603 2 002



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

JL. Cut Mutia No, 44Telp/Fax (0721) 470305
BANDAR LAMPUNG

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RIRI MEIRIZA, S.STP, M.H.
Jabatan . KASUBBAG KEUANGAN DAN ASET

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ir. OFRIAL
Jabatan : SEKRETARIS DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN PROV. LAMPUNG

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjuinya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang
seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai
target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2021

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
SEKRETARIS KASUBBAG KEUANGAN
DAN ASET
(

Ir. OFRIAL RIRI ME , S.STP, M.H.
Pembina Tingkat I Penata Tingkat I
NIP. 19641026 199003 1 003 NIP.19830116 200112 2 001




LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET

Pihak Kedua,
SEKRETARIS

LY
R ——
Ir. OFRIAL

Pembina Tingkat I
NIP. 19641026 199003 1 003

SASARAN INDIKATOR KINERJA
5 SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN SABUES
(1) (<) (3) (4)
l. |Terlaksananya Pembayaran |Jumlah Waktu Pembayaran Gaji dan 12 bulan
Gaji dan Tunjangam ASN tepat |Tunjangan ASN
waktu
2. |Terlaksananya Penatausahaan|Jumlah Waktu Penatausahaan dan 12 bulan
dan Pengujian/Verifikasi Verifikasi Kenangan
Keuangan SKPD
3. |Tersusunnya Laporan Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian 1 laporan
Keuangan Alkhir Tahun Keuangan
4. |Tersusunnya Laporan Jumlah Waktu Penatausahaan dan 12 laporan
Keuangan Bulanan/ Verifikasi Keuangan
Triwulan/Semesteran
Telukbetung, Oktober 2021

Pihak Pertama,
KASUBAG KEUANGAN DAN ASET

Penata 'I‘in:gkat I
NIP.19830116 200112 2 001




PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Cut Mutia No. 44Telp/Fax (0721) 470305
BANDAR LAMPUNG

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SUBBAGIAN PERENCANAAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HELIANA DEWI, S.E., M.M.
Jabatan : KASUBBAG PERENCANAAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ir. OFRIAL
Jabatan : SEKRETARIS DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN PROV. LAMPUNG

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang
seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai
target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2021

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

SEKRETARIS CANAAN
¢

S —

Ir. OFRIAL A DEWI, S.E., M.M.

Pembina Tingkat I Pembina

NIP. 19641026 199003 1 003 NIP. 19760603 200003 2 002



LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SUB BAGIAN PERENCANAAN

SASARAN INDIKATOR KINERJA
e SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN TARGET
(1) (2) @) (4)
1. |Tersusunnya Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan 9 dokumen
Perencanaan
2. |Tersusunnya Laporan dan Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 5 dokumen
Evaluasi Kinerja

Telukbeting, Oktober 2021
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
SEKRETARIS KASUBAG PERE AAN

<
@g—-(;i._;_
Ir. OFRIAL L] A DEWI, S.E., M.M.
Pembina Tingkat I Pembina

NIP. 19641026 199003 1 003 NIP. 19760603 200003 2 002



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

JL Cut Mutia No. 44Telp/Fax (0721) 470305
BANDAR LAMPUNG

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKSI FASILITAS INDUSTRI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan dibawah ini :

Nama . EKALIA YUNIZA, S.E, M.Si.
Jabatan : KEPALA SEKSI FASILITAS INDUSTRI

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : INDAWATI, S.E., M.M.
Jabatan : KEPALA BIDANG SARANA DAN PRASARANA
INDUSTRI

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang
seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai
target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2021
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG SARANA DAN KASI FASILITASI INDUSTRI
PRASA A INDUSTRI

INDAWATI, S.E., M.M. EKALIA YUNIZA, S.E, M.Si.

Pembina Tingkat | Pembina
NIP. 19670410 199203 2 007 NIP. 19740611 199902 2 001




LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

SEKSI FASILITAS INDUSTRI

SASARAN INDIKATOR KINERJA
RO SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN TARGEE
(1} (2) {3) (4)
1. |Terlaksananya Koordinasi Jumlah Fasilitasi Pengembangan 1 kegiatan

Prasarana Industri

tflan Sinkronisasi Sarana dan |Kawasan Industri

Pihak Keflua,

KEPALA BIDANG SARANA
DAN PRASARANA INDUSTRI

IJ SOE.’ H-IMI
Pembina®Tingkat [
NIP. 19670410 199203 2 007

Telukbetung, Oktober 2021

Pihak Pertama,
KASI FASILITAS INDUSTRI

% )
EKALIA YUNIZA, S.E., M.Si.

Pembina
NIP. 18740611 199902 2 001




PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Cut Mutia No. 44Telp/Fax (0721) 470305
BANDAR LAMPUNG

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKSI STANDARISASI INDUSTRI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ANDRI LADIPAL, S.Sos.
Jabatan : KEPALA SEKSI STANDARISASI INDUSTRI

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : INDAWATI, S.E., M.M.
Jabatan : KEPALA BIDANG SARANA DAN PRASARANA
INDUSTRI

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang
seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai
target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2021

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
KEPALA HIDANG SARANA KASI STANDARISASI
DAN PRASARANA INDUSTRI INDUSTRI
——
e -y }—
INDAWATI, S.E., M.M. ANDRI LADIPAL, S.Sos.
Pembina Tingkat | Penata Tingkat I

NIP. 19670410 199203 2 007 NIP. 19701020 198903 1 002



LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKSI PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI INDUSTRI

Prasarana Industri

dan Sinkronisasi Sarana dan

menerapkan Standarisasi Industri

L SASARAN INDIEATOR KINERJA
e SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN EAREHES
(1) (2] (3) i

l. |Terlaksananya Koordinasi Jumlah Unit Usaha Industri yang 40 unit

Pihak Ke =

KEPALA HIDANG SARANA
DAN PRABARANA INDUSTRI

INDAWAYI, S.E., M.M.
Pembina Tingkat |
NIF. 19670410 199203 2 007

Telukbetung,

Pihak Pertama,

Oktober 2021

KASI STANDARISASI INDUSTRI

\“"-—-"T

AN

ANDRI LADIPAL, S.S0s.

Penata Tingkat [

NIP. 19701020 198903 1 002




PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

JI. Cut Mutia No. 44Telp/Fax (0721) 470305
BANDAR LAMPUNG

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKSI PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI INDUSTRI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang ;fektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUCHLISIN, S.Sos, M.H.
Jabatan . KEPALA SEKSI PENGOLAHAN DATA DAN
INFORMASI INDUSTRI

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : INDAWATI, S.E., M.M.
Jabatan : KEPALA BIDANG SARANA DAN PRASARANA
INDUSTRI

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang
seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai
target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2021

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG SARANA KASI PENGOLAHAN DATA
DAN PRASARANA INDUSTRI DAN INFORMASI INDUSTRI

p—

MUCHLISIN, S.Sos,/M.H.

SPE. M.MI
Pembind Tingkat I Pembina
NIP. 19670410 199203 2 007 NIP. 19720521 199902 1 001




LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKS] PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI INDUSTRI

SASARAN INDIKATOR KINERJA
i SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN TARGEL
(1) (2) (3) (4)
1. |Tersusunnya Dekumen RPIP |[Jumlah Dokumen RPIP 1 dokumen
2. |Tersedianya Data dan Jumlah Laporan Data dan Informasi 12 bulan
Informasi Industri Industri

Telukbetung, Oktober 2021

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG SARANA KASI PENGOLAHAN DATA
DAN PRABARANA INDUSTRI DAN INFORMASI INDUSTRI

-———ﬂ'tm‘p

-

MUCHLISIN, S.Scs., M.H.
Pembina
NIP. 19670410 199203 2 007 NIP. 19720521 199902 1 00]




PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

JI. Cut Mutia No. 44Telp/Fax (0721) 470305
BANDAR LAMPUNG

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKSI PEMBANGUNAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : TIRA PARANIBA SANGJAYA, S.H, M.H.
Jabatan : KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN
INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama . FIRWANSYAH, S.Sos., M.M.
Jabatan . KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja vang
seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai
target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yvang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan vang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2021

Pihak Kedun’ Pi.hak Pema,

KEPALA BIDANG KASI PEMBANGUNAN INDUSTRI
PEMBERBAYAAN INDUSTRI KECIL DAN ME AH
FIRWANSYAH, S.Sos., M.M. TIRA P, SANGJAY. S.H, M.H.
Pembina Pembina

NIP. 19670202 198901 1 003 NIP. 19780709 199902 2 001



LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKSI PEMBANGUNAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

SASARAN INDIKATOR KINERJA
o SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN TARERE
(1) (2] (3) (4]
1 |Terlaksananya Peran Serta [Jumlah IKM yang mengikuti 100 IKM
Masyarakat dalam Vokasi/Diklat/Bimtek/Pelatihan
Pembangunan Industri
Jumlah Fasilitasi Pemberdayaan 1 kegiatan
Industri dan Peran Serta Masyarakat

Pihak Kedua,

KEPALA BIRANG
PEMBE AAN INDUSTRI

FIRWANS . 5.80s., M.M.
Pembina
NIP. 19670202 1989801 1 003

Telukbetung, Oktober 2021

Pihak Pertama,

KAS] PEMBANGUNAN INDUSTRI

Pembina
NIP. 10780709 199902 2 001




PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

JI. Cut Mutia No. 44Teip/Fax (0721) 470305
BANDAR LAMPUNG

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKSI PEMBINAAN INDUSTRI HIJAU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HAYUDIAN UTOMO, S.Sos, M.M.
Jabatan : KEPALA SEKSI PEMBINAAN INDUSTRI HIJAU

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : FIRWANSYAH, S.Sos., M.M.
Jabatan - KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN INDUSTRI

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang
seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai
target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan, Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2021

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG KASI PEMBINAAN
PEMBERDWYAAN INDUSTRI INDUSTRI HIJAU

FIRWANSYAH, S.Sos., M.M. HAYUDIAN UXOMO, S.Sos, M.M.
Pembina Pembina \

NIP. 19670202 198901 1 003 NIP. 19840710 200212 1 001




LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKSI PEMEINAAN INDUSTRI HIJAU

SASARAN INDIKATOR KINERJA
' : TARGET
o2 SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN
(1) (2) (3) (4)
1 |Terlaksananya Peran Serta Jumlah IKM yang mengikut 100 KM
Masyarakat dalam Viokasi/Diklat/Bimtel/Pelatihan
Pembangunan Industri
Jumlah Fasilitasi Pemberdayaan 1 kegiatan
Industri dan Peran Serta Masyarakat
Telukbetung, Oktober 2021
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
KEPALA BIGANG KASI PEMBINAAN INDUSTRI HIJAU

PEMBERDAYAAN INDUSTRI

FIRWANSYAH, S.So0s., M.M.
Pembina
NIP. 19670202 198901 1 003 NIP. 19840710 200212 1 001




PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

JL Cut Mutia No. 44Telp/Fax (0721) 470305
BANDAR LAMPUNG

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKSI PENGEMBANGAN KREATIVITAS DAN INOVASI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan dibawah ini :

Nama : YULVAN T. SIMATUPANG, S.T.
Jabatan . KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN KREATIVITAS
DAN INOVASI

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama . FIRWANSYAH, 5.S0s., M.M.
Jabatan . KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN INDUSTRI

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang
secharusnya sesual lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai
target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang dlperlukarl serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2021

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG
PEMBERDAYAAN INDUSTRI

FIRWANSYAH, S5.Sos., M.M.
Pembina
NIP. 16670202 198901 1 003

Pihak Pertama,

KASI PENGEMBANGAN
KREATIVITAS DAN INOVASI

’.—"‘

YULVAN T.\SIMATUPANG, S.T.
Penata Tingkht I
NIP. 198007 X3 200804 1 002




LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKSI PENGEMBANGAN KREATIVITAS DAN INOVASI

Industri dan Peran Serta Masyarakat

i SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN AR
(1l (2 (3] (4)
1 |Terlaksananya Peran Serta Jumlah IKM yang mengikuti 100 IKM
Masyarakat dalam Vokasi/Diklat/Bimtek/Pelatihan
Pembangunan Industri
Jumlah Fasilitasi Pemberdayaan 1 kegiatan

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG
PEMBER@AYAAN INDUSTRI,

FIRWANSYAH, S.Sos., M.M.
Pembina !
NIP. 19670202 198901 1 003

Telukbetung,

Pihak Pertama,

Oktober 2021

KASI PENGEMBANGAN

NIP.198007

INOVASI,

TUPANG, ST.

200804 1 002




PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

JL Cut Mutia No, 44Telp/Fax (0721) 470305
BANDAR LAMPUNG

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKSI KERJASAMA DAN PROMOSI INVESTASI INDUSTRI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan dibawah ini :

Nama : CHARLES KHOLIDY, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA SEKSI KERJASAMA DAN PROMOSI
INVESTASI INDUSTRI

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ir. SITI FATIMAH, M.M.
Jabatan : KEPALA BIDANG KERJASAMA PENGAWASAN
DAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang
seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai
target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2021

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG KERJASAMA KEPALA SEKSI KERJASAMA
PENGAWASAN DAN DAN PROMOSI INVESTASI
PEMBANGUNAN SUMBER INDUSTRI

DAYA INDUSTRI

S

Ir. SIT1 FATIMAH, M.M. CHARLES KHOLIDY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I Pembina
NIP. 19690309 199402 2 002 NIP. 19760712 20003 1 004



LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKSI KERJASAMA DAN PROMOSI INDUSTRI

SASARAN INDIKATOR KINERJA
»o SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN e
1 (2) (3) (4)
1. |Terlaksananya Peran Serta |Jumlah Fasilitasi Pemberdayaan 3 kegiatan
Masyarakat dalam [ndustri dan Peran Serta
Pembangunan Industri Masyarakat

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG KERJASAMA,

PENGAWASAN DAN PEMBANGUNAN

SUMBER DAYA INDUSTRI

Ir. SITI FATIMAH, M.M.

Pembina Tingkat [

NIP.

19690309 199402 2 002

Telukbetung, Oktober 2021

Pihak Pertama,

KASI KERJASAMA DAN
PROMOSI INVESTASI INDUSTRI

4.

CHARLES KHOLIDY, S.H., M.H.

—— S SFRIREE
Pembina

NIP. 19760712 20003 1 004




PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

JI. Cut Mutia No. 44Telp/Fax (0721) 470305
BANDAR LAMPUNG

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKSI PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan vang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RAHMAT HERMAWAN, ST., M.M.
Jabatan . KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN SUMBER
DAYA INDUSTRI

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ir. SITI FATIMAH, M.M.
Jabatan : KEPALA BIDANG KERJASAMA PENGAWASAN
DAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang
seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai
target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2021

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG KERJASAMA KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN
PENGAWASAN DAN SUMBER DAYA INDUSTRI

PEMBANGUNAN SUMBER
DAYA INDUSTRI

Ir. SITI FATIMAH, M.M. RAHMAT HE WAN, S.T., M.M.
Pembina Tingkat | Penata Tingkat [
NIP. 19690309 199402 2 002 NIP.19830705 201001 1 018




LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKSI PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI

SASARAN INDIKATOR KINERJA
Y® sue keciaTan SUB KEGIATAN SAROE
1) ) (3) (4)
1. |Terselenggaranya Jumlah SDM Industri vang 30 Orang
Peningkatan Kompetensi |mendapatkan Sertifikat
SDM Industri Kompetensi
Jumlah Kegiatan Peningkatan 2 Kegiatan
Kompetensi Industri dan Akses ke
Dunia Kerja
Telukbetung, Oktober 2021

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG KERJASAMA,

PENGAWASAN DAN PEMBANGUNAN
SUMBER DAYA INDUSTRI

i

Ir. SITI FATIMAH, M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690309 199402 2 002

Pihak Pertama,

KASI PEMBANGUNAN
SUMBER DAYA INDUSTRI

RAHMAT HE WAN, ST. M.M
Penata Tingkat I
NIP. 19830705 201001 1 018




PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

JL Cut Mutia No. 44Telp/Fax (0721) 470305
BANDAR LAMPUNG

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKS] PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN INDUSTRI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan vang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan dibawah ini :

Nama : IKA MARANTY TRIVALANY, S.T., M.M.
Jabatan : Plt. KEPALA SEKS] PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN INDUSTRI

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ir. SITI FATIMAH, MM.
Jabatan : KEPALA BIDANG KERJASAMA PENGAWASAN
DAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja vang
seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai
target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2021

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG KERJASAMA Plt. KEPALA SEKSI PENGAWASAN
PENGAWASAN DAN DAN PENGENDALIAN INDUSTRI
PEMBANGUNAN SUMBER n
DAYA INDUSTRI |

%”H L
Ir. SITI FATIMAH, M.M. IKA M. TRIVALANY, S.T., M.M
Pembina Tingkat | Penata

NIP. 19690309 199402 2 002 NIP. 19790626 201001 2 004



LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKEI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN INDUSTRI

SASARAN INDIKATOR KINERJA SUB
o SUB KEGIATAN KEGIATAN RanEs
1) ] (2) (3) “

1. |Terselenggaranya
Penerbitan Rekomendasi
Ul

Jumlah Sosialisasi Penerbitan 1UI 1 kegiatan

2. |Terlaksananya Pengawasan |Jumlah Pengawasan Pelaksanaan 4 kali

Perizinan Bidang Industri  |IUI

Pihak Kedua,

KEFPALA BIDANG KERJASAMA,
PENGAWASAN DAN PEMBANGUNAN
SUMBER DAYA INDUSTRI

Ir. SITI FATIMAH, M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690309 199402 2 002

Telukbetung, Oktober 2021

Pihak Pertama,

Plt. KAS] PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN INDUSTRI

&

IKA M. TRIVALANY, S.T., M.M.
Penata
NIP. 19790626 201001 2 004




PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

JL Cut Mutia No. 44Telp/Fax (0721) 470305
BANDAR LAMPUNG

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKSI EKSPOR DAN IMPOR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan vang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TEGUH WINARNO, S.E., M.M.
Jabatan : KEPALA SEKSI EKSPOR DAN IMPOR

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dra. RATNA MELIA SARI, M.M.
Jabatan : KEPALA BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang
seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai
target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2021

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG KEPALA SEKSI EKSPOR DAN
PERDAGANGAN LUAR NEGER] IMPOR

Dra. TNA MELIA SARI, M.M TEGUH WINARNO, S.E. MM
Pembiha Tingkat I Pembina
NIP. 19660505 198603 2 005 NIP. 19641101 199203 1 004



LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKSI EKSPOR DAN IMPOR

SASARAN INDIKATOR
NO SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN TARGET
A1) 2) (3 o~ L1l 4
1. |Terlaksananva Pembinaan Jumlah Eksportir yang 40 prang

Pelaku Usaha Calon Ekspotir
dan Eksportir Pemula tentang
Ekspor

mengikuti pelatihan

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PERDAGANGAN
LUAR NEGERI

TNA MELTA SARI, M.M.
Pembiha Tinglkat |
NIF. 19660505 198603 2 005

Telukbetung, Oktober 2021

Pihak Pertama,
KASI EKSPOR DAN IMPOR

TEGUH WINARNO, 8.E., M.M.

Pembina
NIP. 19641101 199203 1 004




PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

JL Cut Mutia No. 44Telp/Fax (0721) 470305
BANDAR LAMPUNG

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan vang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SITI MEISYAH, S.Sos., M.M.
Jabatan : KEPALA SEKSI PROMOSI DAN KERJA SAMA
PERDAGANGAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dra. RATNA MELIA SARI, M.M.
Jabatan : KEPALA BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang
seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai
target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi vang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2021

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
%}EQLNAEI?}IDANG PERDAGANGAN KEPALA SEKSI PROMOSI DAN
ERI KERJASAMA PERDAGANGAN

; SITI MEISYAH, S.Sos., M.
Pembina Tingkat I Pembina s

NIP. 19660505 198603 2 005 NIP. 19680518 198909 2 003




LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKSI PROMOSI DAN KERJASAMA PERDAGANGAN

NO SASARAN INDIKATOR TARGET
SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN 8

(1] 2) (3} (4)

1 |Terlaksananya Promosi Jumlah tujuan negara 10 Negara

UKM/PEM berorientasi Ekspor |promosi
Telukbetung, Oktober 2021

Pihak Kedus, Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PERDAGANGAN KASI PROMOSI DAN KERJA SAMA
LUAR NEGERI PERDAGANGAN

Dra. NA MELIA SARI, M.M.
Pembina Tingkat [
NIP. 19660505 198603 2 005

SITI MEISYAH , S.Sos., M.M.
Pembina

NIP. 19680518 198909 2 003




PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

JL. Cut Mutia No. 44Telp/Fax (0721) 470305
BANDAR LAMPUNG

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKSI DISTRIBUSI DAN LOGISTIK

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan dibawah ini :

Nama : WIS ALKURNI, S.H.
Jabatan : KEPALA SEKSI DISTRIBUSI DAN LOGISTIK

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : MOHAMMAD ZIMMI SKIL, S.E., M.M.
Jabatan : KEPALA BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja vang
seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai
target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2021

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG KEPALA SEKSI DISTRIBUSI DAN
PERDAGANGAN DALAM LOGISTIK

NEGERI

M. ZIMMI SKIL, S.E., M.M. WISTRALKURNI, S.H.
Pembina Penata Tingkat 1

NIP. 19770403 200312 1 005 NIP.19651213 199303 1 003



LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKSI DISTRIBUSI DAN LOGISTIK

SASARAN INDIKATOR
TARGET
s SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN
(1) (2) (3] 4)
l. |Tersusunnya Laporan Jumlah Laporan Pergerakan 1 laporan
Pergerakan Harga Harian untuk |Harga Bahan Pokok serta
Bahan Pokok serta Barang Barang Strategi
Strategi
2. |Terlaksananya Kegiatan Pasar |Jumlah Kegiatan Stabilisasi g kali
Murah menjelang HBKN Harga Pangan Pokok
Telukbetung, Oktober 2021
Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG PERDAGANGAN
DALAM NEGERI

L

M. ZIMMI SKIL, S.E., M.M.
Pembina
NIP. 19770403 200312 1 005

Pihak Pertama,

KASI DISTRIBUSI DAN
LOGISTIK

Penata Tingkat [

NIP. 19651213 199303 1 003




PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

JL Cut Mutia No. 44Telp/Fax (0721) 470305
BANDAR LAMPUNG

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKSI PENGEMBANGAN PASAR DAN USAHA DAGANG KECIL MENENGAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HERLINAWATI, S.IP, M.M.
Jabatan : KEPALA SEKSI PENGEMEBANGAN PASAR DAN USAHA
DAGANG KECIL MENENGAH

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : MOHAMMAD ZIMMI SKIL, S.E., M.M.
Jabatan : KEPALA BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja vang
seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai
target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2021

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG KEPALA SEKSI

PERDAGANGAN DALAM PENGEMBANGAN PASAR DAN

NEGERI USAHA DAGANG KECIL
/’, MENENGAH

M. ZIMMI SKIL, S.E., M.M. HERLINAWAT:E .s M.M,

Pembina Penata Tingkat |

NIP. 19770403 200312 1 005 NIP.19680607 199011 2 Q01



LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKSI PENGEMBANGAN PASAR DAN USAHA DAGANG KECIL MENENGAH

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG PERDAGANGAN
DALAM NEGERI

/

M. ZIMMI SKIL. S.E., M.M.
Pembina

NIP. 19770403 200312 1 005

SASARAN INDIKATOR GET
No SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN AR
(1) (2) (3) _(4)
1. |Terfasilitasinya Penggunaan Jumlah PKM/UKM yang 16 PKM /UKM
Produk Dalam Negeri ditingkatkan kualitas
produknya
Telukbetung, Oktober 2021

Pihak Pertama,

KASI PENGEMBANGAN PASAR DAN
USAHA DAGANG KECIL MENENGAH

Nt —

HERLINAWATI, S'IP, M.M.
Penata Tingkat |
NIP. 19680607 199011 2 001




PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

J1. Cut Mutia No, 44Telp/Fax (0721) 470305
BANDAR LAMPUNG

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan dibawah ini1 :

Nama : MAHDALENA, S.E., M.M.
Jabatan : KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN
DAN TERTIB NIAGA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : MOHAMMAD ZIMMI SKIL, S.E., M.M.
Jabatan : KEPALA BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang
seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai
target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2021

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN
PERDAGANGAN DALAM NSUMEN DAN TERTIB NIAGA
NEGERI

M."ZIMMI SKIL, S.E., M.M. DALCENA, S.E., M.M.
Pembina Pembina

NIP. 19770403 200312 1 005 NIP. 19740731 200003 2 005



LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

SEKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TATA NIAGA

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG PERDAGANGAN
DALAM NEGERI

/"‘

M. ZIMMI SKIL, S.E., M.M.
Pembina
NIP, 19770403 200312 1 005

Pihak Pertama,
KASI PERLINDUNGAN KOSUMEN

SASARAN INDIKATOR
TARGET
ne SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN
L (1) (2) (3] {4)
1. |Terlaksananya Pemberdayaan |Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan
Perlindungan Konsumen di Pemberdayaan Konsumen
Seluruh Kabupetan/ Kota
Jumlah BPSK yang di 1 unit
Fasilitasi
2. |Terlaksannya Pengawasan Jumlah Pengawasan 12 kali
Barang Beredar dan/atau Jasa
Sesuai Parameter Ketentuan
Perlindungan Konsumen
Telukbetung, Oktober 2021

DAN/TERTIE NIAGA

i

MAHDALENA, S.E., M.M.

Pembina

NIP. 19740731 200003 2 005




PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

JL Cut Mutia No. 44Telp/Fax (0721) 470305
BANDAR LAMPUNG

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. HATTA, S5.Sos., M.M.
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. SAMSUL RIZAL, M.M.
Jabatan : KEPALA UPTD BALAI INDUSTRI PANGAN OLAHAN
DAN KEMASAN

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang
seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai
target kinerja jangka menengah seperti yvang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2021

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
KEPALA UPTD BALAI INDUSTRI KEPALA SUB BAGIAN
PANGAN OLAHAN DAN TATA USAHA
KEMASAN

rs. SAMSUL RIZAL, M.M. M. HATTA, 8.Sos., M.M.

Pembina Tingkat I Pembina
NIP. 19670928 199303 1 005 NIP. 19691201 199003 1 005




LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

SUBBAG TATA USAHA UPTD BALAI INDUSTRI
PANGAN OLAHAN DAN KEMASAN

INDIKATOR KINERJA

Masyarakat dalam
Pembangunan Industri

Pemberdayaan Industri dan
Peran Serta Masyarakat

"o SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN :
(1) (2) {3) (4)
1 |Terlaksananya Peran Serta [Jumlah Fasilitasi 1 kegiatan

Pihak Kedua,

KEPALA UPTD BALAI
INDUSTRI PANGAN OLAHAN
DAN KEMASA

Drs. SAMSUL RIZAL, M.M.

Pembina Tingkat 1
NIP. 19670928 199303 1 005

Telukbetung,

Pihak Pertama,

Oktober 2021

KASUBAG TATA USAHA

1

M. HATTA, S.Sos, M.M.

Pembina

NIP. 19691201 199003 1 005




PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

JI. Cut Mutia No. 44Telp/Fax (0721) 470305
BANDAR LAMPUNG

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA SEKSI PRODUKSI DAN JASA INDUSTRI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan dibawah ini :

Nama : KHOIRULLOH , S.E.
Jabatan : KEPALA SEKSI PRODUKSI DAN JASA INDUSTRI

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. SAMSUL RIZAL, M.M.
Jabatan  : KEPALA UPTD BALAI INDUSTRI PANGAN OLAHAN
DAN KEMASAN

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja vang
seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai
target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yvang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2021

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

KEPALA UPTD BALAI KEPALA SEKSI PRODUKS]
INDUSTRI PANGAN OLAHAN DAN JASA INDUSTRI

DAN KEMAS

Drs. SAMSUL RIZAL, M.M.
Pembina Tingkat I Penata 'I}fngkat I
NIP. 19670928 199303 1 005 NIP. 19780208 200604 1 006




LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKSI DESAIN DAN KEMASAN

SASARAN INDIEATOR KINERJA
o SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN SAMEEE
(1) (2) (3) (4)
1 |Terlaksananya Peran Serta |Jumlah Fasilitasi 1 Kegiatan
Masyarakat dalam Pemberdayaan Industri dan
Pembangunan Industri Peran Serta Masyarakat
Telukbetung, Oktober 2021
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

KEPALA UPTD BALAI
INDUSTRI PANGAN OLAHAN
DAN KEMASAN

Drs. SAMSUL RIZAL, M.M.
Pembina Tingkat I

NIP. 19670928 199303 1 005

KASI PRODUKSI DAN JASA
INDUSTRI

Penata Tingkat |

NIP. 19780208 200604 1 006




PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

JL Cut Mutia No. 44Telp/Fax (0721) 470305
BANDAR LAMPUNG

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA SEKSI DESAIN DAN KEMASAN INDUSTRI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami vang
bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RITA ERIDA, S.E., M.M.
Jabatan : KEPALA SEKSI DESAIN DAN KEMASAN INDUSTRI

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. SAMSUL RIZAL, M.M.
Jabatan : KEPALA UPTD BALAI INDUSTRI PANGAN OLAHAN
DAN KEMASAN

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang
seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai
target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2021

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

KEPALA UPTD BALAI KEPALA SEKSI DESAIN DAN
INDUSTRI PANGAN OLAHAN KEMASAN INDUSTRI

DAN KEMAS

Drs. SAMSUL RIZAL, M.M. RITA ERIDA, S.E., M.M.
Pembina Tingkat I Pembina

NIP. 19670928 199303 1 005 NIP. 19660608 198908 2 001



LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

SEKSI DESAIN DAN KEMASAN
SASARAN INDIKATOR KINERJA
o SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN TARORS.
(1] Bl @) &
1 [Terlaksananya Peran Serta |Jumlah Fasilitasi 1 kegiatan
Masvarakat dalam Pemberdayaan Industri dan
Pembangunan Industri Peran Serta Masyarakat
Telukbetung, Oktober 2021
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

KEPALA UPTD BALAI
INDUSTRI PANGAN OLAHAN
DAN KEMASAN

Drs. SAMSUL RIZAL, M.M,
Pembina Tingkat |
NIP. 19670928 199303 1 005

KASI DESAIN DAN KEMASAN

A ERIDA, S.E., M.M.

Pembing

NIP. 19660608 198908 2 001




PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

JL Cut Mutia No. 44Telp/Fax (0721) 470305
BANDAR LAMPUNG

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SUB BAGIAN TATA USAHA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami vang
bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DODY KURNIADI, S.Sos.
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SYAHRIL, S.E., M.M.
Jabatan : KEPALA UPTD BALAI PENGAWASAN DAN
SERTIFIKASI MUTU BARANG

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang
scharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai
target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2021

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
KEPALA UPTD BALAI KEPALA SUB BAGIAN
PENGAWASAN DAN TATA USAHA

SERTIFIKAST MUTE BARANG

-,

i

DODY KURNIADI, S.Sos.
Penata Tingkat |
NIP. 19670710 199403 1 003 NIP. 19650608 198609 1 001




LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SUBAG TATA USAHA UPTD BPSMB

Pihak Kedua,

KEPALA UPTD, BALAI PENGUJIAN
DAN SERTIFIKASLMUTU BARANG

NIP. 19670710 199403 1 003

Pihak Pertama,

SASARAN INDIKATOR TARGET

s SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN :

) 2l &) @

1. |Terlaksananya Pengembangan |Jumlah Pengadaan Sarana 3 unit

Layanan Pengujian Laboratorium
Jumlah SDM Penguji Mutu 3 orang
Barang dan Petugas
Pengambil Contoh mengikuti
Pelatihan
Telukbetung, Oktober 2021

KASUBBAG TATA USAHA

\ )~

—

DODY KURNIAD], S.Sos.

Penata Tingkat |

NIP. 19650608 198609 1 001




PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

JL Cut Mutia No. 44Telp/Fax (0721) 470305
BANDAR LAMPUNG

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKSI SERTIFIKASI MUTU BARANG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dra. RUMI ASTUTI
Jabatan : KEPALA SEKSI SERTIFIKASI MUTU BARANG

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SYAHRIL, S.E., M.M.
Jabatan : KEPALA UPTD BALAI PENGAWASAN DAN
SERTIFIKASI MUTU BARANG

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnva disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja vang
seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai
target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami,

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2021

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

KEPALA UPTD BALAI KASI SERTIFIKASI MUTU
PENGAWASAN DAN BARANG

SERTIFIKASI MUTU BARANG ;

SYAHRIL/SE., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670710 199403 1 003

Dra. RUMI ASTUTI
Penata Tingkat I
NIP. 19640106 198501 2 001




LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKSI STANDAR SERTIFIKASI MUTU BARANG UPTD BPSMB

SASARAN INDIKATOR ARGET
s SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN %
{1) (2) (3] (4)
1. |Terlaksanannya Layanan Jumlah Sertifikat Mutu 1.896 sertifikat
Sertifikasi Komoditi
Telukbetung, Oktober 2021
Pihak Kedua,

KEPALA UPTD. BALAI PENGUJIAN
DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG

NIP, 19670710 199403 1 003

Pihak Pertama,

KASI STANDAR SERTIFIKASI
MUTU

=

Dza. RUMI Dra. RUMI ASTUTI
Penata Tingkat |
NIP. 19640106 198501 2 001




PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

JL Cut Mutia No. 44Telp/Fax (0721) 470305
BANDAR LAMPUNG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKSI PENGAWASAN UPTD BPSMB
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MARIANI, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA SEKSI PENGAWASAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SYAHRIL, S.E., M.M.
Jabatan : KEPALA UPTD BALAI PENGAWASAN DAN
SERTIFIKASI MUTU BARANG

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang
seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai
target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2021

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
KEPALA UPTD BALAI KEPALA SEKSI
PENGAWASAN DAN PENGAWASAN

SERTIFIKASI MUTU BARANG
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‘ : MARIANI, S.H., M.H,
Pembina Tingkat ] Penata Tingkat 1
NIP. 19670710 199403 1 003 NIP. 19671201 199203 2 010




LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKSI PENGAWASAN UPTD BPSMB

SBASARAN INDIRATOR
NO SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN TARGET
(1) (2) (3} (4)
1. |Terlaksananya Layanan Jumlah Sertifikasi Kalibrasi 35 sertifikat
Kalibrasi

Telukbetung, Oktober 202
FPihak Kedua,

KEPALA UPTD. BALAI PENGUJIAN
DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG

Pihak Pertama,
KASI PENGAWASAN

/”’/g?

Penata Tingkat [

NIP. 19671210 199203 2 010

NIP. 19670710 199403 1 003




BAB IV
PENUTUP

Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdag: ngan
Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 merupakan salah satu dokumen
perencanaan yvang diperlukan untuk mendukung kelengkapan kegiatan pada
tahun berjalan. Selain itu perubahan perjanjian kinerja bertujuan untuk
mengimplementasikan penyelenggaraan program dan kegiatan sesuai dengan
indikator pencapaian kinerja dari masing-masing unit kerja di Lingkungan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2021.

Pada Perubahan Perjanjian Kinerja ini dapat diperoleh gambaran
kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pr: vinsi
Lampung dalam melaksanakan program kegiatan serta dapat dipergunakan
sebagai masukan dalam peningkatan Kinerja Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Provinsi Lampung,

Demikian Perubahan Perjanjian Kinerja ini dibuat dalam rangka untuk
mencapai sasaran pembangunan T.A. 2021 yang telah ditetapkan serta dalam
pelaksanaan kegiatan agar dapat dipedomani oleh seluruh pelaksana kegiatan

pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

— Telukbetung, Oktober 2021
PARAF KOORDINAS] |
: | KEPALA DINAS,
SEKRETARIS
KABID ' KA urPTO
KASUBAG ' Kas: | | ELVIRA UMIHANNI, S.P., M.T.
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————————— =S NIP.1973§524 199703 2 002



BAB IV
PENUTUP

Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 merupakan salah satu dokumen
perencanaan yang diperlukan untuk mendukung kelengkapan kegiatan pada
tahun berjalan. Selain itu perubahan perjanjian kinerja bertujuan vntuk
mengimplementasikan penyelenggaraan program dan kegiatan sesuai dengan
indikator pencapaian kinerja dari masing-masing unit kerja di Lingkungan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2021.

Pada Perubahan Perjanjian Kinerja ini dapat diperoleh gambaran
kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi
Lampung dalam melaksanakan program Kegiatan serta dapat dipergunakan
sebagai masukan dalam peningkatan Kinerja Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Provinsi Lampung.

Demikian Perubahan Perjanjian Kinerja ini dibuat dalam rangka untuk
mencapai sasaran pembangunan T.A. 2021 yang telah ditetapkan serta dalam
pelaksanaan kegiatan agar dapat dipedomani oleh seluruh pelaksana kegiatan

pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

Telukbetung, Oktober 2021

KEPALA DINAS,
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BAB IV
PENUTUP

Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 merupakan salah satu dok imen
perencanaan yang diperlukan untuk mendukung kelengkapan kegiatan pada
tahun berjalan. Selain itu perubahan perjanjian kinerja bertujuan untuk
mengimplementasikan penyelenggaraan program dan kegiatan sesuai dengan
indikator pencapaian kinerja dari masing-masing unit kerja di Lingkungan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2021,

Pada Perubahan Perjanjian Kinerja ini dapat diperoleh gambaran
kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi
Lampung dalam melaksanakan program kegiatan serta dapat dipergur akan
sebagai masukan dalam peningkatan Kinerja Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Provinsi Lampung.

Demikian Perubahan Perjanjian Kinerja ini dibuat dalam rangka untuk
mencapai sasaran pembangunan T.A, 2021 yang telah ditetapkan serta dalam
pelaksanaan kegiatan agar dapat dipedomani oleh seluruh pelaksana kegiatan

pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

Telukbetung, Oktober 2021

KEPALA DINAS,




